
MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 67/PMK.02/2021 

TENTANG 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN 

PROTOKOL MADRID PADA PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG 

BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat 

(2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis 

penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari 

pelayanan karena kebutuhan mendesak, dapat di atur 

dengan Peraturan Menteri; 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 

2017 tentang Pengesahan Protocol Relating To The Madrid 

Agreement Concerning The International Registration Of 

Mark, 1989 (Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid 

mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989), 

bahwa Indonesia telah menyepakati ketentuan dalam 

Protokol Madrid beserta seluruh regulasi terkait lainnya; 

c. bahwa terdapat perubahan tarif layanan permohonan 

pendaftaran merek internasional berdasarkan Information 

Notice Nomor 75 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 
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yang disampaikan oleh World Intellectual Property 

Organization (WIPO) kepada Pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga 

terhadap tarif layanan permohonan pendaftaran merek 

internasional dimaksud perlu dilakukan penyesuaian; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan 

Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol 

Madrid pada Pelayanan Kekayaan Intelektual yang 

Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

Kementerian Negara (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Repu blik Indonesia N omor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6335); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Penetapan Tarif atas J enis Penerimaan Negara 
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Bukan Pajak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 6584); 

7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang 

Pengesahan Protocol Relating To The Madrid Agreement 

Concerning The International Registration Of Mark, 1989 

(Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai 

Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 212); 

8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1745); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG JENIS DAN 

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL 

BERDASARKAN PROTOKOL MADRID PADA PELAYANAN 

KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG BERLAKU PADA 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 

Pasal 1 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi 

penerimaan dari Permohonan Pendaftaran Merek Internasional 

Berdasarkan Protokol Madrid berupa Permohonan Pendaftaran 
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https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/57TAHUN2020PERPRES.pdf
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Merek Internasional dan Perpanjangan Perlindungan Merek 

Internasional pada Pelayanan Kekayaan Intelektual. 

Pasal 2 

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan 

Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid 

berupa Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dan 

Perpan j angan Perlind ungan Merek In ternasional se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

lnl . 

Pasal 3 

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dipungut dalam mata uang Swiss 

Franc (CHF) sesuai kesepakatan Protokol Madrid. 

Pasal 4 

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan 

Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid 

berupa Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dan 

Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional pada 

Pelayanan Kekayaan Intelektual wajib disetor ke Kas Negara. 

Pasal 5 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan 

Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid 

berupa Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dan 

Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional pada 

Pelayanan Kekayaan Intelektual, yang telah dipungut dan telah 

disetorkan ke kas negara sebelum Peraturan Menteri ini mulai 

berlaku, diakui sebagai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 6 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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Agar s~tiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 7 Juni 2021 

KEPALA BADAN 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 J uni 2 021 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 706 

Salinan sesuai dengan aslinya 
---· · Kepala Biro Umum 
•~I' J 9 ·,-t, u. b. 

;.----Flt.'"/ -f epala Bagian ministrasi Kementerian 

, ~ ( - -,nJ -. . 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 7 /PMK. 02/2021 

TENTANG 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA 

BUKAN PAJAK PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK 

INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL MADRID 

PADA PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG 

BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNAE;,IONAL BERDASARKAN 

PROTOKOL MADRID PADA PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 

Permohonan Pendaftaran Merek Internasional 

berdasarkan Protokol Madrid 

a. Permohonan Pendaftaran Merek Per Kelas CHF 125 

In ternasional 

b. Perpanjangan Perlindungan Merek 

In ternasional 

1) Dalam jangka waktu 6 bulan Per Kelas CHF 156 

sebelum atau sampai dengan 

berakhirnya perlindungan Merek 

2) Dalam jangka waktu 6 bulan Per Kelas CHF 313 

setelah berakhirnya perlindungan 

Merek 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

ministrasi Kementerian 

YAB~ 
13-199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id




